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ABSTRAK

Implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan
Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran, Studi pada Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara

N ama
NIM
Program
Pembimbing I
Pembimbing II

Risma Nurhabibi Br Lubis
171801041
Magister Ilmu Administrasi Publik
Dr. Abdul Kadir, M.Si
Dr. W arj i o, MA

Paradigma perencanaan pembangunan yang lcbih harmonis dan selaras, baik antara
pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, danjuga antar instansi dan fungsi pemerintahan,
rnerupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan
bagi pemerintatr di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang
lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun
antar fungsi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran.
Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran
dengan perspektifjangka menengah, penerapan penganggaran segara terpadu, dan penerapan
penganggaran berdasarkan kinerja..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana implementasi Instruksi Menteri
Agama RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan
Penganggaraq pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana
peneliti menyajikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan w4wancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Instuksi Menteri Agama RI
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan variabel yang
ditetapkan, termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa implementasi kebijakan tersebut
telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari
rnasing-masing variabel, menunjukkan adanya perbedaan hasil dimana variabel sumber-
sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi,
kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategori baik. Instruksi Menteri
Agqma RI Nomor I Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan
Penganggaran telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (?)yaia+ pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Keywords: Implementasi Kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penganggaran.
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ABSTRACT

Implementation of Instruction of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia
Number I of 2017 concerning Improvement of Planning and Budgeting Coordination,

Study at Regional Offices of the Ministry of Religion, North Sumatra Province

Name
NIM
Program
Advisor I
Advisor II

Risma Nurhabibi Br Lubis
17180r04r
Masters in Public Administration
Dr. Abdul Kadir, M.Sc.

Dr. Warjio, MA

A more harmonious and harmonious development planning paradigm, both between
the center and the regions, regions and regions, as well as between government agencies and
functions, is the main foundation of the issuance of Law No. 25 of 2004 conierning the
National Development Planning System (SPPN) as a reference and handle foi tfre
govemment at the central and regional levels in the framework of implementing development
that is more integrated, synchronous and synergistic both between regions, between spaces,
between times, and between govefirment functions. Law Number 17 of 2003 conciming
State Finance contains various fundamental changes in the budgeting approach. Thesi
fundamental changes include aspects of the ap'plication of the budgeting approach with a
rnedium-term perspective, the application of integrated budgeting, and the impiementation of
bucigeting based on perfoflnance.

This study aims to analyze how the implementation of the lndonesian Minister of
Religion's Instruction Number I of 2017 conceming Improving Planning and Budgeting
Coordination, at the Regional Offrce of the Ministry of Religion of North Sumatra Province.
This type of used in this study uses a qualitative approach in which the researcher presents
the result of the study in accordance with the problem under study. Data collection techniques
are done by interview-

The results of this study indicate that the Implementation of the Minister of
Religion's Instruction Number I of 2017 concerning Increasing Planning and Budgeting
Coordination at the Regional Offrces of the Ministry of Religion of North Sumatra Provinci
is in accordance with established criteria, then included in the good category in the sense that
the implementation of the policy has been effective or successful as expected. However,
when viewed from each indicator, it shows that there are differences in the average score
numbers where the variables of the sources show moderate categories, while the other three
variables (communication, trends and bureaucratic structures) are included in the good
category. Indonesian Ministry of Religion Inskuction Number I of 2017 concerning
Improvement of Planning and Budgeting Coordination in accordance with the provisions o1
Law Number 17 of 2003 conceming State Finance Article 19 (1) arrd Q) namely, approaches
based on work performance to be achieved, and Government Regulations Republic of
Indonesia Number 90 of 2010 concerning Preparation of State Minisfy / Institution Work
Plans and Budgets.

Keywords : Policy Implementation, coordination, plannW and budgeting.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang lVlasalah

Paradigma perencaruum pembangunan yang lebih hannonis dan selaras,

baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, danjuga antar instansi

dmr'flrngsipemerintahan,menr landasanutamadariditerbitkannya Undang-

I-lndang, Nomor 25 Tahun'2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan

Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat

dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi,

sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar frffig, antar waktu, maupun antar

fungsi pemeriiltahan- Salah iatu ton$i dari ditetapkann. ya undang.undang

tersgbqt'adalah'di ibkuonya bagi setiap perangkatkerja'daeralr untuk menyusun

rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik turtuk

jangka menengah (lima tahuuan),rmaupunjangka pqndet< (tahunan), sesuai dengan
.

tugas dan fungsinya.

Dalam undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal I Ayat 7,

ditetapkan ketentuan umun mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen

perencanaan Satuan Kerja Per-angil<at Daeratr unnrk periode 5 (lima) tahun,,.

Disampmg itu, sesuai dengrm In .trlo z.ratrun.lggglt€otang ritas

Kine{a Irstaqsi Pemerintah, setiapinstansi pemeointut'y6-ib:menygsun Rensfia

untuk metaLsanatan atunaufitas tio.ryu instansi, pi*oiotun sebagai wujud

pertanggungiawatan kinerja instansi pemerintah

UNIVERSITAS MEDAN AREA



undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

memuat berbagai perubahan mendasar daram pendekatan p€nyusunan anggaran.

Perubahan mendasar tersebut meriputi aspek aspek penerapan pendekatan

penganggaftm dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggamn

secara terpadu, dan penerapan penganggaftm berdasarkan kinerja. Dengan

mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran

tersebut, akan Iebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaim

dan penganggaran.

Pelaksanaan reformasi bidang Keuangan dimurai dengan adanya sistem

pemisahan kewenangan. Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan

Bendahara umum Negara (BtrN) bertanggungiawab meraksanakan frrngsi

pembayaran terhadap pengurusan komptaber (comptabel Behee). sedangkan

Kementerian/Lemb4ga adalah pengernban kewenangan pengguna Anggaran yang

melaksanakan fugas operasional pelaksanaan anggaran dan bertanggungiawab atas

pengnrusan administrasi (Administratif Beheer). Menteri Teknis seb4gai

Pengguna Anggaran dalam pelaksanaannya dapat menderegasikan

kewenangannya kepada Kepala Kantor Satuan Kerja dibawatrnya sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran dan perangkat pembayaran.

Secara nyata reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan

dalarn sistem, prosedur, dan pertanggungiawaban pangeloraan keuangan negara.

sistem Perencanaan dan penganggarErn merupakan bagian dari perwujudan

tahapan pengelolaan dan pertanggungiavraban keuangan Negara tersebut, terbukti

ketika lahimya ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan pemerintah seperti

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tatrun 2002 yang didalamnya

mengatur/mengharuskarr penggunaan sistem penganggaran berbasis kinefa

(performance budget system). sistem ini diajukan sebagai pengganti sistem

sebelumny4 yaitu sistem penganggaran tradisional (raditional budget system)

yang ditemui sarat dengan kelemahan, yang berimbas pada praktik penganggaran

yang boros dan akhirnya korupsi.

Disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tafun2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-K/L) dan kemudian diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahrrn

2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-K/L) dalam pasat 5 ayat (l) menyebutkan bahwa

Pennrsunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-Ka,)

harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah,

Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Dalam rangka menjamin efektifitas program dan kegiatan diperlukan

konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan program dan

kegiatan mulai dari tahapan perencanaarL pelaksanaan, pengendalian sampai

dengan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Untuk merninimalisir permasalahan yang

biasa terjadi pada pelaksaruurn progmm dan kegiatan sangatlah diperlukan

sinkronisasi antara perencanaan pusat dan perencanaan daerah dalarn upaya

mewujudkan kualitas perencanaan yang profesional dan inovatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Aga4a Republik Indonesia

mengeluarkan Instnrksi Menteri Agama Nomor t Tahun zolT Tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran. Instruksi tersebut

dikeluarkan dalarn rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Agam4 diperlukan koordinasi dan sinergi satuan kerja dala6

penyusunan rencana kerja, program dan anggaran Kementerian agama. Dalam

instruksi tersebut dijelaskan pada poin keenam disebutkan bahwa Kepala Kantor

Kementerian Agama Provinsi melalui unit kerja yang membidangi perencanaan

dan penganggaran agar menyanpaikan usulan dan penyusunan seluruh rencana

kerja dan anggarannya kepada sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal

penangungjawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (pMA) Republik Indonesia

Nomor 13 Tatrun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agamq maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian

Agama Provinsi adalah Instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Kantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fi.rngsi

Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri

Agama dan Ketentuan Peraturan Penrndang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor wilayah Kementerian Agarna

Provinsi sumatera utara menyelenggarakan salah satu fungsinya adalah

pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi progrgm.

Inskuksi Menteri Agama RI No. I Tahun 2017 TentatgPeningkatan Koordinasi

Perencanaan dan Penganggaran, maka diharapkan dapat meningkatkan koordinasi

kegiatan kementerian agama dan koordinasi penyusunan rencana program dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



khususnyapada Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara melalui unit

kerja yang membidangi agar menyampaikan usulan dan pen)rusunan rencana dan

anggaran melalui satuan kerja yang dibawah koordinasinya Kanwil Kemenag

Provinsi Srrmatera Utara.

Permasalahan utama dalam penyusunan perencaruum dan penganggaran

pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi sumatera utara yang selama ini

menjadi harnbatan yang selalu dihadapi diantaranya adalah tidak tersedianya data

yang valid, akurat dan akuntabel, sehingga menyebabkan tidak sinkronnya

perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Kurangnya pemahaman maslng-

masing satker terhadap perencanaan dan penganggaran, serta kurangnya dana

tahun 2018 yang tersedia dibandingkan dengan program yang ada.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti

atau mengangkat masalah tersebut di dalam penelitian ini, yaitu dengan judul

(fmplementasi rnstruksi Menteri Agama Rr Nomor I Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan penganggaran, pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara c.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalatr dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Instruksi Menteri Agama R[ Nomor I Tahun 2017

Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan penganggaran, pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera lJtard?

UNIVERSITAS MEDAN AREA



6

1.4.

13, Tujuan Penelitian

Adapun yang meujadi tujuan dari peneritian ini untuk menganalisa

knplementasi Instrtrksi Menteri 4gqrnaiRl:Nomor I Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi Perencauaan Dan penganggaran, pada Kantor wilayah

Kementerian Agaqra, Proviusi Sumatqa Utara.

Manfaat PeneHtian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

Manfaat Akadernis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi

pengembangan dan memperkaya ilmu Administrasi publik terutama dalam

implementasi kebij ekan publik.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor

wilayah Kementerian Agaura Provinsi sumatera IJtara dalam upaya

pCningtutun kualitas perencanaan dan Bengaqggar-an.

b.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebiiakan Publik

Kebijakan publik mempmyai pengertian yang variatif tergantung dari

siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeueralisasikan menjadi suatu

pengertian yang representatif memuaskan. Menurut Dye,,,public policy is

whatever governments choose to do or not to do,,.

Dye berpendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apaputr yang

dipilih pemerintah untuk dilalarkan atau tidak dilakukan (Nugroho, 2006).

IUenurut Anderson, kebiiakan dipandang sebagai suatu tindakan yang

mempunyai tujuan yang dilalnrkan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku

unhrk memecalkan suatu masalah.

selanjuhya Anderson (dalam Nurcholis, 2007: ?63) mengklasifikasikan

kebijakan itu menjadi dua, yairu :

l. Substantif, yaitu apa yang harus dilalekan pernerintah, dan

2. Prosedural, yaitu siapa dan bagaimana kebijakan itu diselenggarakan.

Menurut Woll kebijakan publik adalah sejnmtafi aktivitas pemerintah

untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui

lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Nurcholis, 2007).

Dalam definisi tersebut, Woll menyatakan bahwa penganrh dari tindakar

atau aktivitas pemerintah tersebut ialah:
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1. adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah arau

yang lainnya dengan menggunakan kekuatan publik yang pada a*frirnya dapat

mempengaruhi kehidupan masyarakat;

2. ada output kebijakan yakni dengan dibuatnya kebijakan pemerintah dituntut

membuat aturan, anggaran, personil dan regulasi dalam bentuk program yang

akan mempengaruhi kehidupan masyarakat;

3. adanya dampak kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut James Anderson (dalam [slamy, 200017) mendefinisikan

kebijakan adalah "A Purposive course of action followed by an actor or set of

actevs in dealing with a problem or matter of concem,, (..serangkaian

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh

seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu").

Selanjutnya Richard Rose (dalam winamo, 2a02:15) menyarankan

bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "serangkaian kegiatan yang sedikit

banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang

bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.,,

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebiiakan

publik memiliki ciri-ciri antara lain :

Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada

tujuan.

Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi

masalatr tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan

pemerintah untuk tidak melakukan apapur.
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Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.

Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.

Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut william Dunn setiap kebijakan publik mencak-rp beberapa

tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusrxran agenda,

fonnulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi keb{iakan dan penilaian

kebijakan.

Menurut winarno (200217) bahwa, kebijakan publik secara garis besar

mencakup tahap-tahap pemmusiln masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan

evaluasi kebijakan. Dengan dernikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik

2. Implementasi kebijakan publik

3. Evaluasi Kebijakan publik

Dalam penelitian ini kajian kebijakan publik difokuskan pada kajian

ftnplementasi kebijakan publik sesuai dengan permasalahen yang dibahas dalarn

penelitian ini, yaitu tentang implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor l
Tahtrn 2017 Tentang peningkatan Koordinasi perencanaan Dan penganggaran.

2.2. Implementasi Keb[iakan

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini

masalah-masalah yang kadang tidalr dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.

Selain itu,ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

c.

d.

e.

f
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Menurut Riant Nugroho, rencana adalah 2A%o ke&rhasilan, implemenksi

adalah 60% koberhasilan dan 20% sisarrya adalah bagaimana kita mongendalikan

implementasi (Nugroho, 20M).

suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu progam kebijakan hanya

akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

lmplementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, mempakan ahap

dari proses kebiiakan segera setelah penetapan undang-undang.

Kata implernentasi (implementation) berasal dari kata dasar verb

implement, menurut kamus oxford-Advanced l*amer's Dictionary (1995:595)

bahwa ta implemenr (mengimpleryrentasikan) berarti to wt samathing into ffict
(rnenggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); ro carry something

our (melaksanakan sesuatu).

Dengan demikian implementasi menunrt arti kata harfiah adalah

pelaksanaan sesuahl, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai

pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, Perahran DPRD Provinsi SuMetera

Utara ataupun undang-undang lainnya).

Konsep impleme'ntasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang

atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebljakan dipandang sebagai

suatu proses menurut pendapat van Meter dan van Hom (dalam winanro,

2002:L02) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

"Tindakan-tindakan yang dilakukan olehlindividu-individu (atau
kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diaratrkan unhrk mencapai
tujuan-tujuan yang telatr ditctapkan dalam keputusan-keputusan kebijakm
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sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan meqjadi tindakan-tindakao operasional dalam kurun iruf.tu
tortentu ffulupun dalam rangka melaqiutkan usaha.usaha unhrk mencapai
perubahan-perubahan besar dan keil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

\ebij+an. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditltapkan
dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebui.,,

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup

usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun

usaha-usaha untuk mencapai penrbahan-perubahan besartan kecil. Dan tahap

implementasi baru terjadi setelatr undang-undang ditetapkan dan dana disediakan

untuk membiayai implementasi kebiiakan.

Narrun demikian suatu imple,mentasi kebijakan tidak setalu berhasil

adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalarn proses kebijakar

selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang

diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya

dicapai disebut sebagai implementation gap (Andrew Dunsire dalann Abdul

wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung

pada implcmentation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok

organisasilaktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan

kebijakan tersebut (walter williams dalam Abdul wahab, 1997 :61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul wahab, 199?:61)

mernbagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

l. Non implernentation (tidak terimplementasikan) mengandung a.rti bahwa

suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena

pihaklihak yang terlibat didalam pelaksanaannla tidak mau bekerja sama"

atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau
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karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan

permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga

betapapun gigih usaha merek4 harnbatan-hambatan yang ada tidak sanggrry

mereka tanggulangi.

2. Unruccessful implementation (irnplementasi yang tidak berhasil) terjadi

manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencnna,

namun mengingat kondisi eksternal temyata tidak menguntungkan kebijakan

tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang

dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

I. Pelaksanaannyajelek (bad execution)

2. Kebij akannya sendiri me,nrang jel ek (b ad poli cy)

3. Kebijakan itu sendii bemasib jelek(bad luck)

4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalan artian telah

dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yaog

memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapm

yang tidak realistis."

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana

implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan

sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang

akan dilaksanakan.

Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula unfirk dapat

mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kqbiiakan tersebut. untuk
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mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dm

dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan.

Selanjufrrya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa

pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekahn

manajerial, pendekatan keperilakuan dan pendekatan politik seperti yang ditulis

oleh Abdul Wahab (1997:il1-120).

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan

menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka

implementasi dipandang sebagai proses prosedural. pendekatan prosedural

mer{elaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam

implementasi kebii akan.

Definisi prosedur (procedure) menurut Richard F. Neulschel (dalam

Jogiyanto, 2001 : 1), sebagai berikut :

"Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis menulis),
biasanya melibatkan bgberapa oftmg di dalam satu atau lebih deiart.*;r, r;;diterapkan untuk menjarnin penanganan yang seragam dari transaksi-transatsl
bisnis yang terjadi."

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F.

Fitzcerald dan warren D. Stailings, Jr., (dalam Jogiyanto, 20at2)

mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

"Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan
instruksi yang menerangkan apa (what) y*g nuru dikerjakan, .iupu dhrjyang mengerjakannya, kapan (when) dike{akan dan 

-bagaimana '&oi)
menge{akannya."

Dengan demikian yffig dimaksud prosedur adalah ur,tan-

urutan/tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan
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menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan afi[an maupun kete,ntuan yang

berlaku yang dijalankan.

Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah

pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tatacarq aturan maupun ketentuan yang

berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah trut-urutan bagaimana

kegiatan dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai

pegangan dalam rnelaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hai-hal yang

bersifat mengikat berkaitan dengan aturanyang ada.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Model pe,ndekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan van Meter

dan van Horn disebut daganA Modet of the policy Implementation

(1975). Proses implernentasi ini merupakan sebuah absraksi atau perfonnansi

suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilalrukan untuk meraih

kinerja implementasi kebiiakan yang tinggr yang berlangsung dalam hubungan

berbagai variabel.

Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara

linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini

menjelaskan bahwa kinerja kebiiakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang

saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

t. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebifakan

2. Sumber daya

3. Karakteristikorganisasipelaksana

4. Sikap para pelaksana
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5- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan peraksanaan

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi keb{iakan publik model Van

Meter dan Van Hom dijelaskan sebagai berikut:

l. stmdar dan sasaran keb{iakan l ukurnn dan tqiuan kebiiakan

Kinerja implementasi kebiijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya

dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang

ada di level pelaksana kebiiakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu

ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006).

van Meter dan van Horn mengemukakan trntuk mengukur kinerja

impleme'ntasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang

harus dicapai ole,h para peiaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan

kebijakan adalatr penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi

gagalffrustated)ketika para pelaksma(ofiicials/, tidak sepenuhnya menyadari

terhadap standar dan tujuan kebiiakan.

standar dan tqiuan kebiiakan memiliki hubungan erat dengan disposisi

para pelak*na (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors)

terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yar.g,,cntcial,,.

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalarn melaksanakan kebijakan,

dikarenakan mereka menolak atau tidak rnengerti apa yang meqjadi tujuan suatu

kebijakan (Van Meter dan Van Horn, lg74).
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2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebiiakan sangat tergantung dari kernarnpuan

memanfaatkan surnber daya yang tersedia- Manusia merupakan sumber dayayang

terpenting dalam menenhrkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Set1p

tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkuaritas

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkm

secara apolitik.

selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu mer$adi

perhitungan pentlng dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam van Meter dan van Horn, lw4)
bahwa: "New tawn study suggest that the limited suppty offederal incentives was

a major contributor to thefailure of the program,,.

van Meter dan van Honr (dalam widodo rg74)menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (poliqt resources) tidak kalah pentingnya dengan

komunikasi. sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat

memperlancar pelaksanaan (implementasy'suatu kebijakan. Kurangnya atau

terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalatr

merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implcmentasi kebijakan.-

3. Karakteristikorganisasipelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi infonnal yang akan terlibat dalam pengimplememtasian kobijakan. Hal
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ini penting karena kinerya implementasi kebljakan akan sangat dipenganrhi oleh

ciri yang tepat serta cocok dengan para ag€n pelaksananya. Hal ini berkaitan

dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakam

dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dm

persuasif. selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting

dalam menontukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari stnrktur birokrasi

adalah prosedur-prosedur ke{a standar (SOp : Standard Olterating procedttres)

dan fragmentasi.

L standard operating procedures(sop). sop dike,mbangkan sebagai respon

internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan

keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang

kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin did.esain untuk situasi

tipikal di masa lalu mungkin mengambat pe.rubahan dalam kebijakan karena

tidak sesuai dengan situasi atau prograrn baru. sop sangat mungkin

menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membuhrhkan

cara-cara ke{a baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan

kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam sam-

cara yang rutin dari suatu organisasi, sernakin besar probabilitas sop

menghambat implementasi @dward III, l9E0).

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-

unit birokrasi, seperti komit+komite legislatifi kelompok-kelompok
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kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebiiakm

yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adatah

penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebiiakan di antaa

beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsrbility

far a palic.2,- area cmong severa! organizational units." (Ed.ward III, l9g0)

Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yatrg terlibat dalam suatu

kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan merek4

semakin kecil kemungtinan keberhasilan implementasi.

Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang unhrk

berhasil (Edrnard III, 1980).

4- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efekti{ menurut Van

Hom dan \'ran Meter (dalam \vidodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan

harus dipahami oleh para individa (implementors).yang bertanggtrng jawab atas

pencapaian standm dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus

dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para

pelaksana kebiiakan tentang apa meqiadi standar dan tujuan harus konsisten dan

ssragaiii (cansistencs,* and unifarmity) dafi berbagai s'*mber informasi. Jika tidak

ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan

kebijakarL rnaka yang menjadi standar dan tujuan kebi$akan sulit untuk bisa

dicapai.
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Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa

yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilalekan. Dalam suatu

organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan

proses yang sulit dan komplek.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu

organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami

gan$xm (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi

berbeda membenkan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu

standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang

penuh dengan pertentangan (conllicting), maka pada suatu saat pelaksana

keb{iakan akan menerrukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan

suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebiiakan yang efektif, sangat

ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan

konsisten (accuracy and consistency) Nm Meter dan varn Horn, dalam widodo

te74).

Disamping itu, koordinasi menrpakan mekanisme yang ampuh dalam

imple'mentasi kebiiakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-

pihak yang terlibat dalam implernentasi kebijakan, maka kesalahan akan sernakin

kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat van Meter dan van Hom dalam Agustinus (2006):

"sikap penerimaaa atau penolakan dari agen pelaksana kebiiakan sangat
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mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang

rnereka rasakan.

Tetapi kebijakan publik biasanya bersifrt top do.wni'ang sflngat mungkin

para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh

kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan'. Sikap mereka

itu dipengaruhi oleh pendanganni? terhadap suatu kebiiakan dan cara melihat

pengaruh kebdakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan

kepentingan-kepentingan pribadinya.

van Meter dan van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahrva

implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui

persepsi dari pelaksana (implementors/ dalam batas matra kebijakan itu

dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respotr yang dapat mempengmuhi

kemampuan dan kemauamya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain

terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan

pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebrjakan, kedua, arah

respon mereka apakah menerim4 netral atau menolak (acceptance, neutrality, and

rej ection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umun dari suatu standar dan tqiuan

kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan

yang berhasil, bisa jadi gagal (fntstated) ketika para pelaksana (fficials), tidak

sepenuhnya meryadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para
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pelaksana (implementorsl terhadap standar dan eiuan kebiiakan. Arah disposisi

para pelaksana (implementors/ terhadap *andar dan tr{uan kebijakan juga

merupakan hal yang " cr7tcial " .

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebiiakm,

dikarenakan mereka menolak apa ysng menjadi tujuan suatu kebiliakan (vm

Meterdan Van Horn, ly74).

sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standtr

dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan keb{iakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufinan dalam Van Meter dan

Van Horn, 1974).

Pada alfiimya, intesitas disposisi para pelala ana (implementors) dapat

mempengaruhi pelaksana (pedormance/ kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya

intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebiiakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan polifik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

kebiiakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan polirik yang tidak kondusif dapat

meniadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena

itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkrmgan elsternal

yangkondusif :
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secara skematis, model implementasi kebiiakan publik van Meter danvm

Hom dapat dijelaskan dalam gambar I berikut ini :

Gamhar 1. Model A Policy rmplementation process , sumber; (Agustinor 2006)

Menurut sabatier (1986: zl4g), terdapat dua model yang berpacu dalam

talrap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up.

Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit,

model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan

kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan g?rnbaran model bottom up

dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai

proses politik dan administrasi. Modet tersebut menggambarkan proses

penganrbilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran

akhirnya ditentukan oleh baik Meteri program yang telah dicapai maupur melalui

interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administatif. proses

politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan

l!t,.mrXrtde*$ {&l,e'
Grga:crsi d*r ka gtrt rrr
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berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses adminisfiasi terlihat melalui proses

umum mengenai aksi adminisratif yaog dapat diteliti pada tingkat program

tertentu.

T.B. Smith me,ngakui, ketika kebiiakan telah dibuat, kebirjakan tersebut

harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang

dilrarapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan smallwood, l9g0: 2). pada

garnbar 01 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tqiuan yang jelas sebagai

wujud orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke datam program aksi dan

proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Prograrn dilaksanakan sesuai dengan

rencana. Implementasi kebijakan atau program * s(rara garis besar * dipenganrhi

oleh isi kebijakan dan kcnteks implementasi.

Kesehuuhan implementasi kebirjakan dievaluasi dengan cara mengukur

luaran progrfin berdasarkan tujuan kebiiakan. Luaran progam dilihat melalui

darnpaknya terhadap sasaran yang drtuju baik individu dan kelompok maupun

masyarakat. Luaran implementasi kebiiakan adalah perubahan dan diterimanya

perubahan oleh kelompok sasaran.

Pada aspek pelaksanaa4 terdapat dua model implementasi kebijakan

publik yang efeltif; yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004:

47). Pada model linier, .fase pengaurbilan keputusan merupakan aspek yang

terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau

dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain.
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Keberhasilan pelaksanaan kebiliakan tergantung pada ksmamruan

instansi pelaksana. Jika implementasi kebiliakan gagal maka yang disalahkan

biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitue,n

sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan pelaksana.

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan

kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat

urengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan

ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stafteholders. In

berarti batrwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan

dievaluasi oleh setiap pihak sehingga poteirsi, kekuatan dan kelemahan setiap fase

pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki unhrk mencapai tujuan.

Bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan

dalam proses implementasi kebifakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu

kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input strmberdaya dapat digunakan

secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil keb{iakan,

pelaksanaan kebiiakan dan pengguna kebijakan (masyarakaQ dalam suasana dan

lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan

dengan model implementasi kebiiakan yang lain, khususnya model proses politik

dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen

yangmencirikannya. l
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Tujuan kebijakan, progam aksi dan proyek tertexrtu yang dirancang dm

dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan

sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu,

enam elemen isi kebiiakan ditambah de,ngan tiga elemen konteks implementasi

sebagai fuktor yang mempengaruhi altivitas irnplementasi menurut Grindle

mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dm

pengguna kebijakan dalam model interaktif.

Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut

Grindle, selain menur{ulkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada

ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjuk*an kelebihan model

tersebut dalam cara ,'ang digunakaa untuk mengukur keberhasilan implementasi

kebiliakan, beserta output dan outcomesnya.

selain model implementasi kebirjakan di atas van Meter dan van Hom

mengembangl'an l'{odel Proses Imple,mentasi Kebiiakan. Keduanya meneguhkan

pendirian bahwa perubahan, konfiol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan

konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan

tipologi kebijakan msnurut (0 jumtah perubahan I'ang akan dihasilkaa, dan (ii)

jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan menge,nai tujuan oleh berbagai pihak

yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari

Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang mexrentukan keberhasilan

penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan adminisfiasi
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menumt Grindle. Kata kunci yakni perubahan, konffol dan kepatghan terrnasuk

dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.

Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya

termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle.

Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan

dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam

pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan

kelompok sasaran progam.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika

terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

l. kesesuaian antara progam dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa

yang ditawarkan oleh prograrn dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok

sasaran (pemanfaat).

2. kesesuaian antara progam dengan organisasi pelaksan4 yaitu kesesuaian

antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi

pelaksana.

3. kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu

kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh

output progftlm dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran

program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan KorterL dapat dipahami bahwa

jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja
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program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputrya tidak

dapat dimanfaatkan.

Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan

melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak

dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang

ditetapkan organisasi pelaksana progam tidak dapat dipenuhi oleh kelompok

sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena

itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar

prograrn berjalan sesuai dengan retrcana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan ote,h

Kofien memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat

dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, eleme,n

yang disesuaikan satu sama lain - program, pemanfaat dan organisasi - juga

sudah tennasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks

implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada modet

proses politik dan admhistrasi dari Gnndle.

2.4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan euade (19g4: 310), unhrk mengukur

kinerja implementasi suafu kebijakan publik harus memperhatikan variabel

kebijakan, organisasi dan lingkungan. perhatian itu perlu diarahkan karena

melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi

memberikan kontribusi yang optimal untrk mencapai tujuan I'ang diin#nkan.
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Selanjutrya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan

organisasi pelaksan4 karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagni

sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Sedangkan keb{iakan tergantung pada sifatnya yang positif atau

naaa+jf[v6ctar.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan

menghasilkan dukungan positif sehinggn ringkungan akan berpengaruh terhadap

kesuksesan implementasi kebii akan.

sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi

benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih

daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan

hasil langsung dari implementasi kebiiakan yaug menentukan efeknya terhadap

masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menu::*t Ripley dan

Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

I ' tingkat kepahrtran birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan

birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang,

adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta

pelaksanaan dan dampak (manfaaQ yang dikehendaki dari semua program

yang ada terarah.

Sedangkan menurut Goggin et ar. (1990: zo-2r, 3r-40), proses

implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi

2.

3.
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berdasarkan I'ariabel :

l. dorongan dan paksaan pada tingkat federal,

2. kapasitas pusat/negara, dan

3. dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

kinerjanya

variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat diteutukan oleh

legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula

sebaliknya.

untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui:

besanrya dana 1'ang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana

yang dialokasikan maka semakin serius kebfrakan tersebut dilaksanakan daa

benhrk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi

pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterin.anya pesan secara benar.

Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasias

organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana keb{jakan

marnpu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan

struktur birolaasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagpi

sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

N{odel kesesuaian irnplementasi kebijakan atau program dari Korten juga

relevan digunakan sebagai kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Dengan

kata lain, keefektifan kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada

tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, keses'.iaian progEm deng#

b.
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organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan

organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebiiakan di atas, perru pula

dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebdakan dengan

faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat van }"{eter dan Van Hcm (lihat

Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus

menghubungkan antara kebiiakan dengan prestasi kerja.

variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan

kebijakan, (ii) sumber kebijakaa (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv)

komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan,

(v) sikap parapelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310), dalarn proses implementasi kebijakan yang

ideal akan tefadi interaksi dan rea*si dari organisasi pengimplementasi,

kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan

dan diikuti dengan tindakan tawar-me,nawar atau transaksi. Dari hansaksi tersebut

diperoleh umpan balik yang oleh pengaurbil kebijakan dapat digunakan sebagai

bahan masukan dalam per-amusan kebijakan selanju&ya.

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus

diteliti dalam analisis implementasi kebiiakan publik, yaitu:

1. Kebijakan yang diimprkan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang

yang menetapkan kebiliakan berusaha untuk mewujudkan;
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2. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat me,ngadopsi pola

interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk

memenuhi kebutuhannya ;

3. organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi

pemerintah yang bertanggungiar+'ab mengimplementasikan kebijakan; dan

4. Faktor lingkungan, yaitu elemen dalarn lingkungan yang mempengarubi

implernentasi kebij akan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazrranian dan Sabatier

yang mengembangkan "kerangka kerja analisis implem€,ntasi" (lihat Wahab,

l99l: Ll7). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara

ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan forrnal

pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan

ke dalam tiga kategori umum, yaitu:

1. mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap;

2. kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan

3. pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi

tujuan yang termuat dalam kebijakan.

Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap

implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i)

kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase
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kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (rv) runng linskrry

perubahan perilaku yang diinginkan.

variabel kebijakan untuk mensistematisasi proses

implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi qjuan, (ii) ketepatan

alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dala:n dan di antara lembaga

pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekruiunen pejabat

pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar.

variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi

mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknolog, (ii) dukungan publik, (iii)

sikap dan stmber daya yang dimiliki kelompolq (iv) dukungan dari pejabat atasa.n,

dan (v) komifrnen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban,

2407: 16).

sdangkan variabel terikat yang dituqiukkan melalui tahapan dalam

proses impleurentasi me,ncakup: (i) output kebiiakan badan pelaksana, (ii)

kesediaan kelompok sasaran mematuhi outprs kebijakan, (iii) danrpak nyata

output kebijakan, (iv) dampak output kebiiakan sebagaimana yang dipersepsikan,

dan (v) perbaikan.

2.5. Perencanaan dan Penganggaran

2.5.1. Konscp Perencanaan

Rencana adalah proyeksi cari aktivitas di masa mendatang. Sedangkan

proses untuk membuat rencana itulah yang disebut dengan perencanaan.

Intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan

maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadran ean rit<tivitas yang ada dengan
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maksud meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, meningkatkan perar

kelembagaan dan profesionalitas dan merubah atau memperluas pilihan-pilihan

untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh wara

masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor ?5 Tahun 2aa4 tentang sistern

Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan pembangunan

sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan unfuk menghasilkan

roncana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan,

yang dilaksanakan oleh unsrr penyelenggara negara dan maqyarakat di tingkat

pusat dan daerah.

Dari aspek substansi, perencanixm adalah penetapan tujuan dmr

penetapan alternatif tindakan, seperti yang dinyatakan oleh Tjokroamidojo (2003),

yang selengapnya sebagai berikut : Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua

hal, yang pertama ialah penentuan pilihan sscarii sadar mengenai tujuan konkrit

yang hendak dicapai dalarn jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang

dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantana

cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-fujuan yang telah

disepakati.

Perencanaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan

kebijakan atau pilihan-pililran mengenai altematifjalan/caradalarn menggunakan

sumber daya yang tersedia dengan tqiuan me,ncapai cita-citalsasaran khusus di

masa depan (Conyers dan Hill,1990).
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Perencanaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan

kebijakan atau pilihan-pilihan mengenai alternatifjalan/cara dalam menggunakan

sumber daya yang tersedia dengan hrjuan mencapai cita-cita/sasaran khusus di

masa depan (Conyers dan Hill,1990).

Lewis (1980) mendefinisikan perencanaajn pembangunan sebagai suatu

kurnpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk meftrngsang

masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara

lebih produktif,

Kemudian Jhingan (20}4)menyatakan bahwa perencanaan pembangunan

pada dasarnya adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja

oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasamn dan tujum

tertcntu di dalam jangka waktu tertentu pula.

tserdasarkan pengertian di atas, dapat diarnbil kesimpulan bahwa

perencanaan adalah kegiatan menetapkan, merumuskan fujuan dan mengatur

pendayaunaan manusi4 Meterial metode dan waktu secara efektif dalam rangka

pencapaian tqiuan.

Sesuai de,ngan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka

mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasamya

perencanaan pembangunan nasional di tndonesia mempunyai lima tujuan dan

fimgsi pokok.

Tujuan dan firngsi pokok tersebut adalah sebagar berikut :

l. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
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2. Menjamin terciptanya intergasi, singkronisasi dan sinergi antar daerah waktu

dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Medamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaraq

pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam porencanaan pembangunan.

5. Menjamin tercapainya pembangunan sumber daya yang efisien, efektif dm

adil.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:

1. Penyrrsunanrencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. Evaluasi pelaksanann rencana.

2.5.2. Konsep Penganggaran

Menurut N{ardiasmo (2002), anggaran mempunyai kedudukan yang

penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Arti penting anggaran daerah

dapat dapat dilihat dari dua aspekyaitu:

l. Anggnron merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan

menjamin kesiaambungatr pembangunan serta meningkatkan kualitas hidgB

masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karsna adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sunber daya yang ada

terbatas.
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Anggaran merupakan suatu reflcana yang disusun secara sistematis dalam

bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yan meliputi seluruh kegiatan

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. oleh

karena reRcana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka

ttnggaran seringliali disebut juga dengan renoana keuangan.

Dalam anggaran, suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi

penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang,

sehingga dapat diukur pencapaian efesiensi dan efeLrtivitas dari kegiatan yaog

dilakukan. Anggaran perlu dipersiapkan dengan tepat untuk melaksanakan semua

progran dan kegiatan yang telah direncanakan. pentingnya anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintah membuat penlusunan anggaran menjadi sesuahr

yang harus dilaksamkan dengan baik karena pengeluaran pemerintah akan

membantu Pemerintatr dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang sudah

,li-a-^--^1,--9UWUW(uOAAT.

Dalam Pasal I Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 dilelaskan

Keuangan Negara adalatr semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sezuatu baik berupa uang rnaupun berupa barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut. Penganggaran juga diartikan sebagai proses mengalokasikan

atau memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas.

Dalam proses perencaftran anggaran dikenal adanya siklus anggaran.

Pada dasarnya siklus anggaran meliputi empat tahap sebagai berikut :

1. Tahap persiapan anggaran (budget prepamtion)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



37

2. Tahap ratifikasi anggaran (budget approval ratifrcation)

3. Tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation)

4- Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (reporting and evaluation).

2.5.3. Proses Perencanaan dan penganggaran

Dalam rangka mevrujudkan keterpaduan antara perencaniuili dan

penganggran, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga telah melakukan

perubahan yang cukup penting. Karena rencana pembangunan adalah untuk 5

tahun, maka sifafirya menjadi lebih umum, sedangkan anggamn yang bersifat

tahunan memerlukan program dan kegiatan yang lebih rinci. Akibatnya

penYtuunan angsan mengalami kesulitan dan cenderung tidak sinkron dengan

perencanaan yang telah disusun.

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran.

Perubaluaperubahan ini didorong cleh beberapa faktor termasuk diantaranya

perubahan - perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidnag politik,

desenilalisasi, dan berbagai perkeurbangan tantangan pembangunan yang dihadapi

pemerintah. Berbagai perubahan ini membuhrhkan dukungan sistem

Benganggaran yang lebih responsif, yang dapat maufasilitasi upaya memenulri

tuntutan peningkatan kineda dalarn artian dampak pembangunan, kualitas layanan

dan efisensi pemanfaatan sumbe,r daya.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama: stabilitas fiskal malao, alokasi

sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaru secara efektif dan efisien.

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun
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berdasarkan pemaharnan bahwa ketiga tujuan penganggaran tersebut terkait erat

satu sarna lain.

Berbagai inisiatif yang terkandung dalam undang- undang ini: penerapan

prinsip perencanaan dan pengang&ran dengan perspelitif jan*a menengah,

ponganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kine{a ditt{ukan untuk

mendukung upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berbagai elemen tujuan

penganggaran ini perlu dikelola dengan baik agar ketiga:rya saling mendukung.

tsrebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan

penganggaran dengan perspeltif janglca menengah merupakan kunci bag

kepastian pendanaan kegiatan pemerintah, dalam keadaan dimana dana yang

tersedia smgat tertatas sedangkan kebutuhan begtu besar. Alokasi sumber daya

secara shategis perlu dibatasi dengan pagu yarg realistis tgff tekanan

pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tqiuan-tujuan fiskal.

Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awar

sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para pelaku anggaran (Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus menenhrkan kebijakan

dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "tade-off' antara

keputusan yang telah diambil masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang

akan datang.

f\anaon 
-^l^t^'l-^- --^,,^l--:uyiigiiri rnelakckan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi

ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk

membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebiiakl baru dalam pengaoggarm

tahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat ,'aag sama harus pula dihitung
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implikasi kebtiakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam

jangka menengah (medium term fi scal sustainab i lty) .

Cara ini juga memberikan peluang kepada Kementerian Negarallembaga

dan Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis apakatr perlu melakukan

perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program_

program yang tidak efektit agar kebijakan- kebijakan baru dapat diakomodasikan.

Deng:an momusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat

dibiayai, diharapkan dapat tercapai disiplin flskal, yang merupakan lc.rnci bagr

tingkat kepastian ketersediaan surnber daya untuk membiayai kebijakan-kebijakan

prioritas. sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggeran dengan

perspektif jangka me'nengah secar& disiplin, manajemen mendapatkan imbalan

da,lam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka kinerja yang

dUaga dengan ketat.

Penerapan Penganggaran secara Terpadu. N{emuat semua kegiatan

instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk

mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan

merupakan tabapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka paqimg unFuk

membawa penganggaran menjadi lebih ransparan, dan memudahkan penyusunan

dan pelaksanaan anggaxan yang berorientasi kine{a.

Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja

program sangat penting untuk melihat secara bersama-sama biaya sec8ra

keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

Dualisme/perbedaan yang ada saat ini antara anggaran rutin dan anggaran
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pembangunan mengalihkan fokus dari kine{a secara keselunrhan. Memadukan

(unifving) anggaran sangat penting untuk mennastikan bahwa investasi dan biaya

operasional yang berulang (recurrenl dipertimbangkan secara simultan pada saat-

saat kunci pengambilan keputusan dalam siklus penganggaran.

Penerapan Penganggaran Berdasakan Kinerja Mempe{elas tujuan dan

indikator kinerja sebagai bagran dari pengembangan sistem penganggarm

berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efeltivitas dalam

pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan

tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Sesuai amanat pasal 14 ayat

(l) Undang-Undang Nomor l? Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam

rangka penlusunan rancangan APBI.{, L{enteri/pimpinan L,embaga selaku

pengguna anggarar/pengguna barang menlusun rensana ke{a dan anggaran

kementerian negara/lembaga tahun berikunrya.

selaqiutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa rencaila

kerja dan anggaran yang disusun harus berdasarkan prestasi kerja yang akan

dicapai. Berdasarkan ketentuan tersebut penyuslman Rencana Ke{a dan Anggaran

Kementerian Negara,{Lembaga (RKA-KL) merupakan tindak lanjut dari Rencana

Kerja Pemerintah yang telah ditetapkan dalarn rangka penyusunan Rancangan

APBN. RKA yang disusun berdasarkan prestasi ke{a dimaksudkan unhrk

memperoleh manfaat irang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya

yang terbatas.

oleh karena itu, program dan kegiatan Kemcnterian Negara/Lembaga

harus diarahkan unhrk mencapai hasil dan keluaran ,'ang telah drtetapkan sesuai
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dengan Rencana Kerja Pemerintah. selain itu, penyusuoan anggaran yang

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan harus didasarkan atas harga per unit

satuan atas keluaran atau kegiatan guna mencapai efisiensi.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelifian ini dila.ksa-nakan pada Kantor wilayah Ke.menterian Agama

Provinsi suMetera utara, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.261, ls.tang,

Medan strnggal, Kota Medan, SuMetera utara 20127. penelitian lapangan

dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu Februari s.d Maret 2019.

3.2. Jenis Penclitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif dimana peneliti menyajikan hasil penelitian sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

3.3. Informan Penelitian

Infornnan penelitian adalah orang-oftmg yang dapat memberikan

inforrnasi. Infomran penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga

(organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumi di, 20A2 : 65).

Subjek penelitian yang telah tercennin dalam fokus penelitian ditentukan

secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi infcrman yang a.L.an memberi^kan

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

lnforman adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan

atau permasalahan terten!.r yang dan nya dapat diperoleh informasi yang jelas,

akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterahgan atau data- data yang

dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.
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Dalarn penelitian ini sebagai infonnan kunci (tey infoman)adalah Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SulMetera Utarg sebagai informan

utama adalah Kepala sub Bagian perencanaan dan Keuangan dan sebagai

informan Tarnbahan adalah para Kepala Bidang Kepala Seksi dan para perencana

di Lingkungan Kantor Y/ilayah Kementerian Agama prol,irnsi sul,{etera utara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.

1. Data primer adalah data yang berasal dmi hasil pengamatan langsung pada

obyek penelitian. Pengamatan yang drlalrukan dalam penelitian ini adalah unit

sampel, yaitu unit sampel dari populasi pada Kantor wilayah Kementerian

Agama Provinsi sumatera utBxa. prosedur pengumpulan data primer yang

ditetapkun dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.

2. Data sekundcr adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dengan

melakukan kutipan-kutipan dari bertagai sumber yang relevan. Kegunaan

data sehrnder ini adalah untuk mendukung kapasitas argumentasi dan fakta

dalarn penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yang

dilakukan antara lain adatah :

a. studi dokrmentasi; studi dolc.rmentasi ini diantaranya meny,angkut

pengamatan kearsipan, baik catatan-catatan progran, walaupun laporan-

laporan pelalesanaan yang ada pada instansi berwenang.

b. Studi Pustaka: Adalah dengan mempelajari dah memenfaatksn beberapa

infomasi yang diperlukan memalui laporan-laporan studi yang rclevan.
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3.5. Variahel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan

yaitu Implementasi Instnrksi Menteri Agama RI Nomor I Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan penganggaran pada Kantor wilayah

Kementerian Agama Provinsi SuMetera utara yang diukur dari aspek :

1. Komunikasi:

. Kejelasan konsep lnstruksi Menteri Agama R[ Nomor I Tahun 20tT

Tentang Peningkatan Koordinasi perencanaau Dan pengan g'p,ran.

o Kejelasar tujuan/sasaran kebijakan Instnrksi Menteri Agama RI Nbmor I

Tahun 2017 Tentang peningkatan Koordinasi perenqqqaax Dan

Penganggaran yaitu adanya perangkat aturan yang efektif

2. Sumber-sumber:

o Keahlianlkemampuan yang dimiliki komponen pelaksana dalam

implementasi Instruksi Menteri Agama Rl Nomor I Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi perencanaan Dan penganggaran.

o Otoritas/wewenang yang adapada pelaksana

. Sumber daya, dana dan prasaranayang dimiliki

3. Kecenderungan-keceuderungan :

r Sikap dari pelaksana kebijakan

r Komitnen terhadap kebijakau

4. Struktur birokrasi :

o Adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan progam
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. Adanya pengaruh dari luar organisasi yaog dapat mempengaruhi

keterpaduan kornponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan

3.6. TeknikAnatisis Data

Data kualitatif dilaktrkan apabila data empiris yang diperoleh berupa

kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat

disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data dikumpulkan dalam

aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan

biasanya diproses terlebih dal.alu sebelum siap digunakan (melalui pencatatar,,

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan

tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu

analisis.

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alu

kegiatan yang tedadi secara bersama&n, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

p enarikan kesimpulan/verivikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hasil

walvanciira, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasrl

analisis data yang kernudian dinarasikan sesuai dengan permasalahn di dalam

penelitian ini.
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BAB V

KESIMPTILAIY DAI\I SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan tentang Implementasi Instruksi Menteri Agama RI Nomor 1

Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai

berikut:

1) Implementasi Instnrksi Menteri Agama R[ Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan

kriteria yang ditetapkan, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa

Implementasi Instruksi Menteri Agama R[ Nomor I Tatrun 2017 Tentang

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran pada Kantor

Wilayatr Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut telatr berjalan

efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dad

masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan antara indicator

dimana indikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan

ketiga indikator lainnya (komrxrikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi)

termasuk dalam kategori baik.

2) Instuuksi Menteri Agama R[ Nomor I Tatrun 2017 Tentang Peningkatan

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telih sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19
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(l) dan Q) yaia, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai,

dan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90 Ta]run 2010 Tentang

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negarallembaga.

5.2. Saran - saran

Untuk lebih meningkatken tingkat keberhasilan implementasi Instruksi

Menteri Agama R[ Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Koordinasi

Perencanaan Dan Penganggaran pada Kantor wilayatr Kementerian Agama

Provinsi sumatera utara dan guna mengatasi berbagai hambatan yang di$umpai di

lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

l. Untuk memudahkan dalam mengukur capaian kinerja maka Indikator

kinerja (output/outcome) sebaiknya disusun dengan memperhatikan

keterkaitan antara dokumen perencanaum yaifu renstr4 rencana kerja.

Sehingga akan jelas efek dari indikator tesebut terhadap kebutuhan

pendanaan dan akan memudahkan penetapan kebutuhan anggaran dalam

rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai.

2. Konsep anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat merubatr paradigma

anggaran berbasis input menjadi anggaran berbasis output. Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun standar

biaya yang tepat bagi seluruh aktivitas yang dikerjakan sehingga akan

memudahkan mengukur efisiensi pendanaan. Untuk dapat menyusun

Standar Biaya seluruh aktivitas dapat disusun dengan cara melakukan

analisis standar biaya dan menyampaikan pada saat penyusunan revieut

baseline atau paling lambat sebelum trilateral pagu indikatif dilaksanakan.
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